
 

 
BUPATI YAHUKIMO 
PROVINSI PAPUA 

SALINAN 
KEPUTUSAN BUPATI YAHUKIMO 

NOMOR :  68  TAHUN 2022 
 

TENTANG 
PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN DAN PENGGUNA BARANG SERTA 

PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN PEMBANTU 
BENDAHARA PENGELUARAN/PENGURUSAN GAJI PADA DINAS KOMINFO, 

STATISTIK, DAN PERSANDIAN, DINAS LINGKUNGAN HIDUP, DINAS PEMUDA 
DAN OLAHRAGA, BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH, DINAS 

KETAHANAN PANGAN, DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA, DINAS 
TENAGA KERJA, SERTA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN 

KABUPATEN YAHUKIMO TAHUN ANGGARAN 2022 
 

BUPATI YAHUKIMO, 
Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pengelolaan Keuangan dan Barang 

Daerah, khususnya dalam proses perencanaan dan 
pelaksanaan kegiatan serta untuk kelancaran tugas dan 
pelayanan rutin dalam pengelolaan administrasi keuangan 
pada komponen Belanja Langsung (BL) dan Tidak Langsung 
(BTL), perlu menetapkan Pengguna Anggaran Tahun 
Anggaran 2022 serta mengangkat Bendahara Pengeluaran 
dan Pembantu Bandahara Pengeluaran/Pengurusan gaji pada   
Dinas Kominfo, Statistik, dan Persandian, Dinas Lingkungan 
Hidup, Dinas Pemuda dan Olahraga, Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Tenaga Kerja, serta Dinas 
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Yahukimo 
Tahun Anggaran 2022; 

 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Bupati; 
 

Mengingat :    1.  Undang-undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang 
Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-
kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran 
Negara Tahun 1969 Nomor 47); 

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 

3. Undang-undang  Nomor  21  Tahun  2001 tentang Otonomi  
Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara RI Tahun 
2001 Nomor 135) sebagaimana telah diubah denga Undang-
Undang Nomr 35 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 
2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4684 ); 
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4. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom,, 
Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong Selatan, 
Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, 
Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten 
Kaimana, Kabupaten Boven Diguel, Kabupaten Mappi, 
Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni dan Kabupaten 
Teluk Wondama,  di Provinsi   Papua    (Lembaran   Negara    
Tahun    2002 Nomor 129); 

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara ( Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 5); 

6. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang- Undangan (Lembaran 
Negara RI Tahun 2011 Nomor 82) sebagaimana telah di ubah 
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan( 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6398); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa 
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322    ); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 
19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik 
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 547); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036 ), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 
Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ( 
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157 ); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 
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13. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 
2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran 
Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 04 Tahun 2016 ); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 8 Tahun 
2017 Tentang Barang Milik Daerah ( Lembaran Daerah 
Kabuupaten Yahukimo Tahun 2017 Nomor 8); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Yahukimo Nomor 1 Tahun 
2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun 2022 ( Lembaran Daerah Kabupaten 
Yahukimo Tahun 2022 Nomor 1 ); 

16. Peraturan Bupati Yahukimo Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2022 ( Berita Daerah Kabupaten Yahukimo 
Tahun 2022  Nomor 2). 

Memperhatikan:  1. Surat Dinas Kominfo, Statistik, dan Persandian Nomor 
954/71/Kominfo/II/2022 perihal Usulan Bendahara 
Pengeluaran/Barang Pada Dinas Kominfo Tahun 2022; 

2. Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nomor 
954/012/DLH/2022; 

3. Surat Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Nomor 
426/02/DISPORA/III/2022 perihal Pengusulan 
Bendahara; 

4. Surat Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah 
Nomor 460/002/BPBD/YHK/2022 perihal Usulan 
Bendahara Tahun 2022; 

5. Surat Kepala Dinas Ketahanan Pangan Nomor 892/    / 
DKP/2022 perihal Usulan Bendahara; 

6. Surat Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 
566/02/DKP/II/2022 perihal Pengusulan Bendahara; 

7. Surat Kepala Dinas Tenaga Kerja Nomor 
560/04/UB/NAKER/III/YHK/2022 Perihal Usul Nama 
Bendahara Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten 
Yahukimo Tahun 2022; 

8. Surat Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan 
Permukiman Nomor 760/12/DPKP-YHK02022 Perihal 
Pengusulan Bendahara. 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan :  
KESATU  :  Menetapkan Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang serta 

Mengangkat Bendahara Pengeluaran dan Pembantu 
Bendahara Pengeluaran/Pengurusan Gaji pada Dinas 
Kominfo, Statistik, dan Persandian, Dinas Lingkungan Hidup, 
Dinas Pemuda dan Olahraga, Badan Penanggulangan 
Bencana Daerah, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas 
Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Tenaga Kerja, serta Dinas 
Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Yahukimo 
Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tersebut dalam Lampiran 
Keputusan ini; 
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KEDUA  : Tugas, Wewenang dan Tanggung jawab Pengguna 
Anggaran/Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam 
Diktum KESATU adalah sebagai berikut: 

a. menyusun RKA-SKPD;  
b. menyusun DPA-SKPD;  
c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran 

atas beban anggaran belanja;  
d. Melaksanakan Anggaran SKPD yang dipimpinnya;  
e. Melakukan Pengujian atas tagihan dan memerintahkan 

Pembayaran; 
f. melaksanakan Pemungutan Retribusi Daerah;  
g. Mengadakan Ikatan/Perjanjian kerja sama dengan pihak 

lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan; 
h. Menandatangani SPM; 
i.  Mengelola Utang dan Piutang Daerah yang menjadi 

tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya; 
j.   Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD 

yang dipimpinnya; 
k. Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang 

dipimpinnya; 
l.   Menetapkan PPTK dan PPK SKPD; 
m. Menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang 

dipimpinnya dalam rangka pengelolaan Keuangan Daerah; 
dan 

n. Melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan 
peraturan Perundang-undangan; 

K E T I G A   : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud Diktum 
KESATU mempunyai tugas :  

a. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP 
UP, SPP GU, SPP TU dan SPP LS; 

b. Menerima dan menyimpan UP, GU dan TU; 
c. Melaksanakan Pembayaran dari UP, GU dan TU yang 

dikelolanya; 
d. Menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan 

ketentuan Peraturan Perundang-undangan; 
e. Meneliti kelengkapan Dokumen Pembayaran; 
f. Membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif 

kepada PA dan laporan pertanggung jawaban secara 
fungsional kepada BUD secara periodik; dan 

g. Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; 

KEEMPAT  : Bendahara Pembantu Pengeluaran/Pengurusan Gaji 
sebagaimana dimaksud   Diktum KESATU mempunyai tugas : 

a. Mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU 
dan SPP LS; 

b. Menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara 
Pengeluaran; 

c. Menerima dan menyimpan TU dari BUD; 
d. Melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU 

yang dikelolanya; 
e. Menolak perintah bayar dari KPA yang tidak esuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 
f. Meneliti kelengkapan dokumen pembayaran; 
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g. Memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan; dan 

h. Membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif 
kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara 
fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik. 

KELIMA : Bendahara sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU 
tidak dapat diganti dalam kurun waktu 1 (satu) tahun 
anggaran berjalan kecuali : 
a. Terlibat dalam permasalahan hukum dan telah 

mempunyai keputusan tetap; 
b. Meninggal dunia; 
c. Sakit, dan; 
d. Mengundurkan diri. 

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya 
Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Yahukimo Tahun Anggaran 2022; 

 
KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.  
 
 
       Ditetapkan di Sumohai 
       pada tanggal : 21 Maret 2022 
 

BUPATI YAHUKIMO, 
         

              CAP/TTD 
 
 DIDIMUS YAHULI 

 
 

Untuk salinan yang sah sesuai 
Dengan yang asli 

Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN 

 
 
 

VISDITA A. RAHAYAAN 
NIP.19851122 200909 1009 

 



     
               Lampiran : Salinan Keputusan Bupati Yahukimo 
                                                                                                          Nomor   :  68 Tahun 2022 
                                                                                                          Tanggal :  21 Maret 2022  

 

NO SATUAN KERJA 
PERANGKAT DAERAH 

PENGGUNA ANGGARAN/ PENGGUNA 
BARANG BENDAHARA PENGELUARAN 

PEMBANTU BENDAHARA 
PENGELUARAN/JURU BAYAR 

GAJI 

NOMOR REKENING 
PENGELUARAN 

SKPD 
1 2 3 4 5  

1 
Dinas Kominfo, 
Statistik, dan 
Persandian 

Riswanjaya Tandibiring, S.Hut. M.Si 
197307292000121004 
Pembina Tk. I (IV/b) 
Kepala Dinas 

Jeti Sobolim, A.Md.Kom 
198105032015091001 
Pengatur (II/c) 

Elianus Karurukan, ST 
198205152011041001 
Penata (III/c) 

7020105002122 
 
 

2 Dinas Lingkungan 
Hidup 

Nico Bayage, S.IP 
196811021991081002 
Pembina Tk. I (IV/b) 
Plt. Kepala Dinas 

Nahason, Mohi, A.Md.Tek 
198711172010041003 
Pengatur Tk. I (II/d) 

Naftali Mulikma, S.Si 
198607092015091001 
Penata Muda Tk. I (III/b) 7020105000502 

3 Dinas Pemuda dan 
Olahraga 

Lodewik Pahabol 
197402192003121004 
Penata (III/c) 
Plt. Kepala Dinas 

Menase Ambolon 
198109082011041001 
Penata Muda (III/a) 

Olha Balingga, SE 
198604012010042004 
Penata Muda (III/b) 7020106000246 

4 
Badan 

Penanggulangan 
Bencana Daerah 

DR. Hosea Pahabol, S.Th.MM 
19761231 199712 1 003 
Pembina Utama Madya (IV/d) 
Kepala Badan 

Sonny Yan Tato, S.Kom 
197906182015121001 
Penata Muda Tk. I (III/b) 

Yuniat Sobolim, SE 
197212272006051002 
Penata Muda Tk. I (III/b) 

7020105001921 

5 Dinas Ketahanan 
Pangan 

David Esema, M.Pd 
197801022006051001 
Pembina Tk. I (IV/b) 
Plt. Kepala Dinas 

F.M. Petta, A.Md. Kom 
197711072010042001 
Penata Muda ( III/a) 
 

Nopi Balingga, ST 
198906242015091001 
Penata Muda ( III/a) 
 

700106000132 

6 Dinas Kebudayaan 
dan Pariwisata 

Mega Joordens Pakan, SH, MM 
19821229 200605 2 003 
Pembina (IV/a) 
Plt. Kepala Dinas 

Nober Katemba, ST 
198511252015091001 
Penata Muda Tk. I ( III/b) 
 

Sikon Kabak, A.Md.Par 
198809112015091001 
 

7020106002701 
 

 



    
                       

7 Dinas Tenaga Kerja 

Nelson Kabak, S.Pd 
197510232003121004 
Pembina Tk. I (IV/b) 
Kepala Dinas 

Isay Wisabla 
198901012011041002 
Penata Muda Tk. I ( III/b) 
 

Yeheskiel Heselo 
197707212010041001 
Pengatur (II/c) 7020106000095 

8 
Dinas Perumahan 

dan Kawasan 
Permukiman 

Jan Piet K. Wanimbo, SE 
197803172007011008 
Pembina Tk. I (IV/b) 
Plt. Kepala Dinas 

Elianita Bidja, ST 
19790506 201104 2 001 
Penata (III/c) 
 

Yakobus Kabak, A.Md 
19860407 201104 1 002 
Pengatur Tk. I (II/d) 
 

7020106000143 

 
 

BUPATI YAHUKIMO, 
 
                                                                                                       CAP/TTD 
 

  DIDIMUS YAHULI 
 

  

Untuk salinan yang sah sesuai 
Dengan yang asli 

Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-
UNDANGAN 

 
 
 

VISDITA A. RAHAYAAN 
NIP.19851122 200909 1009 

 


